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ABSTRAK

Umniyati, Mardhotika. 2024. Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara.
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing
Y unas Derta Luluardi, M.A.

Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan
pegujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal
386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf ¢ dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1
ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar NRI 1945." Permohonan tersebut mengenai sistem
pemilihan umum proporsional terbuka agar kembali menjadi sistem proporsional
tertutup. Pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka dinilai
membahayakan NKRI, mendistorsi peran partai palitik; memunculkan para calon
anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak mewakili partai politik bahkan
merusak konsolidasi partai politik, memperluas terjadinya praktik money politics,
mempersulit keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam |lembaga legidatif,
serta menimbulkan kerumitan pagi penyelenggara pemilihan umum. Meskipun
demikian, Mahkamah Konstituss menolak permohonan seluruhnya dan
mempertahankan sistem proporsional terbuka. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis penafsiran hukum
pada putusan Mahkamah Konstituss Nomor 114/PUU-XX/2022. Hasil dari
penelitian ini = adalah Hakim Mahkamah Konstitus  menggunakan
metode/interpretasi historis dengan melihat sejarah pelaksanaan sistem pemilihan
umum-yang dilaksanakan di Indonesia, namun menurut penulis Hakim M ahkamah
Konstitusi  seyogyanya menggunakan metodefinterpretasi  teleologis/sosiologis
dengan melihat tujuan kemasyarakatan bagi warga negara indonesia sebagai
pemilih.

Kata kunci: Penafsiran Hukum, M ahkamah K onstitusi, Sistem Proporsional.
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ABSTRACT

Umniyati, Mardhotika. 2024. Legal Interpretation of Constitutional Court Decision
Number 114/PUU-XX/2022. Thesis of Constitutional Law Study Program. State
Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Yunas Derta
Luluardi, M.A.

Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022 reviewed Article 168
paragraph (2), Article 342 paragraph (2), Article 353 paragraph (1) letter b, Article
386 paragraph (2) letter b, Article 420 letter ¢ and d, Article 422, and Article 426
paragraph (3) of Law Number 7 Year 2017 concerning General Elections against
Article 1 paragraph (1), Article 18 paragraph (3), Article 19 paragraph (1), Article
22E paragraph (3), and Article 28D paragraph. (1) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia. The petition concerned changing the open proportional
electoral system back toa closed proportional system. Petitioners argued that the
open proportional system was considered harmful to the integrity of the Republic
of Indonesia, distorted the role of political parties, gaverise to pragmatic candidates
for parliament who did not represent political parties, thereby damaging party
consolidation, expanding money politics practices, complicating the election and
representation of women in legislative bodies, and causing complexity for election
organizers. Nonetheless, the Constitutional Court rejected the entire petition and
upheld the open proportional system. This study employs a normative juridical
research method with the aim of analyzing the legal interpretation in Constitutional
Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. Theresearch findingsindicate that the
Constitutional Caurt justices used a historical method/interpretation by considering
the history of electoral system implementation in Indonesia, although the author
argues,.that _the _Constitutional Court justices _should. .idealy use a
teleological/sociological method/interpretation. focusing on societal goas for
Indonesian citizens as voters.

Keywords: Legal Interpretation, Constitutional Court, Proportional System.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitus merupakan salah satu lembaga tinggi di Indonesia
yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitus hadir sebagai pengawal
Undang-Undang Dasar Negara Republik ‘indonesia 1945 dan juga berperan
sebagal pelindung konstitusi dengan menjaga agar konstitusi terlaksana sesual
dengan tujuan dan aspirasi bangsa dan melindungi Konstitusi dari pelanggaran.?

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Mahkamah
Konstitusi mempunya kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar yang putusannya bersifat final dan mengikat, menyelesaikan
sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur Undang-
Undang.Dasar,..memutus pembubaran partai politik.dan. memutus.perselisihan
hasil pemilihan umum.?

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitus adalah menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana kasus yang terjadi dalam
putusan permohonan bertangga 1 November 2022 yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitus pada tanggal 14 November 2022
berdasarkan ~ Akta  Pengagjuan Permohonan Pemohon Nomor

108/PUU/PAN.MK/ AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi

1 Heru setiawan, “Mempertimbangkan Constitusional Complaint sebagai Kewenangan
Mahkamah Konstitusi”, lex jurnalicaVol. 14 (2017) him, 11
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 24C Ayat (1)



Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 114/PUU-XX/2022
pada tanggal 16 November 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 6 Desember 2022.

Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan
pegujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal
386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 hurufic dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal
1l ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pada pokoknya permohonan tersebut
mengenai sistem pemilihan umum proporsional terbuka agar kembali menjadi
proporsional tertutup.

Para pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsiona terbuka dinilai
membahayakan NKRI, mendistorsi peran partai politik, memunculkan para
calon.anggota DPR/DPRD yang pragmatis dan tidak. mewakili_partai politik
bahkan merusak konsolidasi partai politik, memperluas terjadinya praktik money
politics, mempersulit keterpilihan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga
legislatif, serta menimbutkan kerumitan pagi penyel enggara pemilihan umum.®

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih
dahulu melakukan pertimbangan hukum terhadap permohonan dari pemohon.
Sebagaimana yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstituss Nomor
114/PUU-XX/2022 yang pada akhirnyadikel uarkan amar putusan yang menolak

permohonan seluruhnya.

3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, him. 10-15



Putusan ini menjadi menarik untuk dikagi karena putusan ini
mengakibatkan sistem pemilihan umum yang digunakan pada pemilihan umum
di Indonesia menjadi sistem proporsional terbuka. Penulis merasa bahwa perlu
adanya kajian teori penafsiran hukum untuk mengetahui interpretasi apa yang
digunakan hakim dalam putusan tersebui.

. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Penafsiran Hukum M ahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
114/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Nomor 114/PUU-X X/20227?
. Tujuan Penédlitian
Sesual dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan
diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk Mengetahui Penafsiran Hukum M ahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor. 114/PUU-XX/2022.
2. Untuk Mengetahui - Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor 114/PUU-
XX/2022.
.Manfaat Pendlitian
Kegunaan pendlitian ini dapat dilihat dari aspek-aspek terkait, yaitu dari
segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat

bermanfaat:



1. Manfaat Akademis
a. Sebagal bahan kajian penafsiran hukum dalam civitas akademik.
b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi
peneliti.
c. Untuk mengetahui secara mendalam terhadap Penafsiran Hukum
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022
d. Menambah literatur -atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat
digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan
pada khususnya tentang Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 114/PUU-X X/2022
b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat |uas tentang
Penafsiran._Hukum Mahkamah Konstitusi..dalam. Putusan Nomor
114/PUU-X X/2022
c. Hasll pendlitian ini sebagal bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi
penulis, khususnya bidang Hukum Tatanegara.
E. Kerangka Teoritik
Di dalam pendlitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori yaitu
sebagal berikut:
1. Teori Penafsiran Hukum
Dalam proses peradilan dan pengambilan keputusan, hakim mempunyai

tugas untuk memadukan kepentingan hukum dan sekaligus kepentingan



hukum dalam arti putusan hukum harus mengandung muatan hukum atau

legal. Suatu keputusan yang mempunyai arti hukum. Menurut Sudikno

Mertokusumo, penemuan hukum biasanya diartikan sebagai suatu proses

pembuatan hukum yang dilakukan oleh hakim atau pengacara yang bertugas

menegakkan hukum atau menerapkan hukum pada suatu peristiwa tertentu.”*

Sudikno Mertokusumo .dan. A. Pitlo mengidentifikasikan beberapa

metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim yaitu interpretas

gramatikal atau penafsiran menurut bahasa,. interpretas teleologis atau

sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretas

komparatif atau perbandingan, dan interpretasi futuristis.®

Adapun pengertian keenam metode interpretasi tersebut secara umum adal ah:

a. Interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari.

b. Interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu penafsiran  menurut
makna/tujuan kemasyarakatan.

c. Interpretasi sistematis atau logis, ‘yaitu menafsirkan undang-undang
sebagal bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

d. Interpretasi historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum.

e. Interpretasi komparatif atau perbandingan, yaitu penafsiran yang

dilakukan dengan cara membandingkan beberapa aturan hukum.

4 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Y ogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka, 2014), hal 49

5> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1993), hal. 19-20



f. Interpretasi futuristis atau antisipatif, yaitu penafsiran antisipatif yang
berpedoman pada undang-undang yang belum mempunya kekuatan
hukum.

F. Penelitian Yang Relevan
1. Penelitian Tanto Lailam (2014) yang berjudul “Penafsiran Konstitusi Dalam

Pengujian Konstitusionalitas .Undang-Undang Terhadap Undang-Undang

Dasar 1945” pada intinya menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945

memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan

penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang.

Mahkamah Konstitus dianggap sebagal "penjaga konstitusi” dan satu-

satunya penafsir sah terhadap konstitusi. Penafsiran ini dilakukan dalam

konteks pengujian materil terhadap substansi undang-undang, seperti yang
terjadi dalam sgjumlah putusan Mahkamah Konstitus seperti Nomor
006/PUU-1V//2006, Nomor 138/PUU-V11/2009, Nomor.5/PUU-1X/2011, dan

Nomor 14/PUU-X1/2013. Penafsiran konstitusi sebagal dasar pengujian

undang-undang harus memiliki tolok ukur dan batasan yang jelas. Pertama,

penafsiran digunakan untuk mengelaboras makna-makna dalam konstitus
dan memahami teksnya. Kedua, hakim memiliki kebebasan dalam
menggunakan metode penafsiran yang sesuai dengan keyakinan mereka,
termasuk prinsip keadilan substantif. Ketiga, penggunaan metode penafsiran
harus relevan dengan dinamika tekstual dan kontekstual UUD 1945, tidak

hanya terpaku pada originalisme. Keempat, penggunaan metode penafsiran



harus dipertanggungjawabkan kepada publik, agar hal tersebut bisa teruji
kevalidannya dalam kasus tertentu.®

2. Pendlitian M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H. M.H (2008) yang berjudul
“Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi” pada intinya
menjelaskan bahwa Mahkamah Konstituss memiliki kewenangan untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan menggunakan
berbagai metode penafsiran hukum yang disesuaikan dengan konteks dan
bentuk undang-undang yang diuji. Seperti- dalam Putusan Mahkamah
Konstituss Nomor 013/PUU-1/2003 mengenal undang-undang Nomor 16
Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Mahkamah
Konstitusi ‘'menggunakan metode penafsiran grameatikal, authentik, dan
historis. Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara hakim
Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan polemik dalam hal putusan
terhadap pengujian undang-undang tersebut. Dimana perbedaan pendapat itu
bertitikberatkan mengenai masalah pemberlakuan asas retroaktif dalam
tindak pidana terorisme. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan
pengujian undang-undang juga menggunakan metode-metode penafsiran
hukum sama halnya yang digunakan olen hakim pada Mahkamah Agung
untuk menjamin kepastian hukum, keadilan serta manfaat hukum bagi

masyarakat Indonesia.”

6 Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang
Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Jurnal Media Hukum, vol. 21 no. 1. 2014)

7 M. Yusrizal Adi Syahputra, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi
(Mercatoria, val. 1 no. 2. 2008)



3. Pendlitian Nor Fadillah (2022) yang berjudul “Analisis Metode Penafsiran
Mahkamah Konstitus dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-
XV111/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja” pada intinya menjelaskan bahwa metode penafsiran
yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
91/PUU-XV111/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah metode penafsiran sistematis,
doktrinal, dan sosiologis yang dilihat dengan merujuk kepada pertimbangan
hukumnya. Pertama, penafsiran sistematis dengan melihat bahwa terjadinya
suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan
lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri |epas sama sekali dari
keseluruhan sistem perundang-undangan. Kedua, penafsiran doktrinal yaitu
metode yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang
melalui_sistem. preseden atau melalui praktik peradilan. Ketiga, penafsiran
sosiologis adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan
tujuan kemasyarakatan.®

4. Penelitian Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono
Suroso (2017) yang berjudul “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013” pada intinya
menjelaskan bahwa berdasarkan putusan-putusan yang dianalisis pada

periode 2003 — 2008 dan periode 2009 — 2013, tidak semua pertimbangan

8 Nor Fadillah, Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan
Nomor 91/PUU-XVII1/2020 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lex Renaissance, vol. 7 no. 4. 2022)



hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar memberikan penafsiran terhadap
ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji. Dalam putusan-putusan
yang dalam pertimbangan hukumnya melakukan penafsiran terhadap
ketentuan konstitusi, metode penafsiran yang digunakan pada umumnya
adalah penafsiran originalis. ;Dalam kategori penafsiran originalis, yang
paling banyak digunakan adalah penafsiran struktural atau fungsional, dan
beberapa yang menggunakan penafsiran historis atau original intent. Hanya
ada beberapa yang menggunakan penafsiran nhon originalist dengan
pendekatan doktrinal atau pendekatan etik. Jika dihubungkan dengan
periodesasi hakim dan bidang hukum yang diuji putusan, tidak menunjukkan
adanya hubungan yang terpola. Periode 2003 — 2008 dan periode 2009 — 2013
menggunakan metode penafsiran originalis fungsional atau struktural, selain
beberapa putusan yang menggunakan metode originalis tekstual. dan historis
serta_metode non originalist. Terkait: dengan bidang hukum, ditemukan
putusan menggunakan metode penafsiran yang berbeda-beda walaupun
menguji bidang hukum yang sama.®
G.Metode Pendlitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang berkaitan dengan
analisisdan konstruksi, yang dilakukan secarametodis, sistematis dan konsisten.

Metodologis artinya menurut cara atau metode tertentu, sistematis artinya

9 Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, Pola Penafsiran
Kongtitus dalam Putusan Mahkamah Kongtitus Periode 2003-2008 dan 2009-2013 (Jurnal
Konstitusi, vol. 14 no. 2. 2017)
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berdasarkan sistem, sedangkan konsistensi artinya tidak adanya hal-hal yang
bertentangan dalam kerangka tertentu.’®. Dalam pendlitian ini penulis
menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam pendlitian ini digunakan pendekatan penelitian hukum yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau keteranganssekunder yang.menjadi dasar penelitian, mencari
peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasal ahan yang diteliti.*
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-
undangan, ' pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan
perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara
menganalisaaturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.*?
Pendekatan.konseptual dilakukan dengan cara. menggabungkan konsep-
konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi ‘satu sudut pandang
tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Pendekatan
kasus bertujuan untuk mempelgari norma atau kaidah hukum yang dapat
diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah

terjadi di dalam masyarakat.'®

10 Sperjono Soekanto, 2021, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta;
Raja Grafindo Persada, HIm. 275.

1 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), HIm. 13.

12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), him. 24

13 Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Maang: Bayumedia
Publishing, 2007), him. 302
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3. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan
perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan pembahasan di
dalam penulisan, antaralain:
1) Pasal 22E UUD NRI 1945
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3) Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 114/PUU-XX/2022 tertanggal
15 Juni'2023
4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-1V/2008 tertanggal
23 Desember 2008
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder yaitubahan hukum yang digunakan guna
menunjang bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis kasus
yang diperoleh melalui studi kepustakaan diantaranya dari skripsi, tesis,
jurna hukum, dan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitust Nomor

114/PUU-XX1/2022.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan yang digunakan
dalam pencarian makna atau arti sebuah kata yang terdapat dalam
penelitian misalnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4
4. Alat Analisis Bahan Hukum
Alat analisis bahan hukum adal ah alat penelitian untuk mengumpulkan
data dari tempat penelitian, yaitu oleh peneliti sendiri, dan dapat dibantu oleh
orang lain yang berkompeten dalam pengumpul an data penelitian kualitatif.
Menurut buku *“Penelitian Hukum Normatif Soerjanto” karya Lexy J.
M oleong menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau
dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang paling
penting. Sebab, jika menggunakan instrumen non-manusia dan
mempersiapkannya terlebih dahulu seperti yang digunakan dalam penelitian
klasik, makasangat tidak mungkin terjadi perubahan realitaslapangan terkait
Penafsiran Hukum™ Putusan Mahkamah Konstitusi + Nomor 114/PUU-
XX/2022).15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data

yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab

14 Sperjono Soekanto dan Sri Mahmudiji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), HIm. 14

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), HIm. 24
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permasal ahan yang ada. Mangjemen dan proses pengolahan data inilah yang
disebut dengan andisis data.®

Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menerapkan teknik
analisis bahan hukum preskriptif. Pendekatan ini memberikan peneliti ruang
untuk memberikan argumentasi serta penilaian terhadap hasil penelitian yang
telah dijalankan.

Analisis preskriptif ini melibatkan interpretas dan evaluasi oleh
peneliti, memungkinkan untuk menyampaikan pandangan mengenai benar
atau salah atau apa seyogyanya, serta memberikan sudut pandang hukum
terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penélitian. Dengan teknik ini,
diharapkan penelitian dapat menyajikan pandangan hukum yang tidak hanya
deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi preskriptif terhadap isu hukum
yang dibahas.*’

H. Sistematika Penulisan
Hasi| dari penelitianini terbagi dalam limabab yang memiliki tujuan untuk
mempermudah membaca dan memahami arah dan tujuan dari pendlitian ini,
peneliti akan terlebih dahulu memaparkan tahap-tahap dari penelitiannya, yang
mana diantaranya sebagai berikut:
Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

16 Sperjono Soekanto, 2021, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta;
Raja Grafindo Persada, HIm. 275.

7 Mukti Fajar ND dan Y ulianto Achmad, MH, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
& Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelgjar), him. 184
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Bab Kedua, membahas mengenai landasan teori yang berisi teori-teori.
Méliputi tentang tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim, Teori sistem
pemilu, Teori Hierarki Perundang-Undangan.

Bab Ketiga, berisi uraian tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah
Konstitusi Dalam Putusan Penentuan Sistem Proporsional Pemilu.

Bab Keempat, hasil penelitianiyang berisi Analisis tentang Pertimbangan
hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan penentuan sistem pemilu dan
Akibat hukum dari putusan penentuan sistem pemilu terhadap partai politik di
Indonesia

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan
saran-saran dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab

ini berfungs memberikan inti dari uraian yang dipaparkan.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

Penafsiran hukum yang diakukan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam memutuskan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 |ebih menekankan pada
intrepretasi  historis dengan melihat ulang sitem pemilu yang pernah
dilaksanakan di Indonesias Para Hakim berpendapat bahwa sistem pemilu
proposonal terbuka masih terbukti menjadi sistemyyang baik untuk digunakan di
Indonesia berdasarkan riwayat sejarahnya. Namun, berdasarkan penafsiran
hukum yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan kepada intrepretasi
teleologis atau sosiologis yang berdasarkan untuk tujuan kemasyarakan bahwa
sistem pemilu proposional terbuka lebih mencerminkan asas keterbukaan.

Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor... 114/PUU-X X/2022 terhadap Komis Pemilihan. Umum sebagai
penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yaitu dengan adanya perubahan
regulasi pemilu pasca putusan tersebut maka ada pula konsekuens bagi KPU
yang telah menyiapkan tahapan pemilu mengacu pada regulasi yang berlaku,
cakupan, wewenang, tanggung jawab, dan hasil evaluasi terhadap konsekuens
teknis dari implementasi sistem Pemilu, baik proporsiona daftar calon terbuka
maupun proporsional daftar calon tertutup, KPU menyimpulkan bahwa tugas,
wewenang, dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu terkait dengan
pemilihan sistem Pemilu diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan

Pemilu, KPU mengacu pada sistem Pemilu yang ditetapkan dalam Undang-

56
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Undang Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu dengan menggunakan sistem

proporsional daftar calon tertutup atau proporsional daftar calon terbuka secara

prinsip dilakukan oleh KPU berdasarkan amanat UUD NRI 1945 dan Undang-

Undang Pemilu. Dari segi teknis penyelenggaraan Pemilu, KPU sebagai

pel aksana Undang-Undang Pemilu tunduk pada sistem Pemilu yang dipilih, baik

itu proporsional daftar calon terbukaatau proporsional daftar calon tertutup.
B. Saran

1. Konstitus dibuat bukan hanya untuk masa pembentukannya saja, konstitus
dibuat untuk: masa yang panjang dan menghadapi hal-hal yang tidak bisa
diprediksikan. Konstitus harus ditafsirkan secara luas karena kongtitus
dimaksudkan untuk diterapkan terhadap kondisi-kondisi dan keadaan-
keadaan yang tidak dapat diduga atau diperkirakan pada saat konstitusi
dirumuskan dan karena makna konstitusi itu tetap dart waktu ke waktu.

2. Sebagai_lembaga peradilan yang berwenang, Mahkamah Konstitusi untuk
selalu berpedoman padahukum dan prosedur yang ditetapkan. Seorang hakim
tidak boleh membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi atau tekanan
dari pihak manapun. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi harus memastikan
bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesual dengan hukum yang
berlaku.

C.Limitas
Dalam penulisan skirps ini, penulis juga memiliki keterbatasan
pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menganaisa lebih

mendalam mengenai putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-



58

XX/2022. Limitasi yang penulis alami adalah keterbatasan akses untuk
mendapatkan informasi secara langsung dalam bentuk wawancara dengan para
hakim yang memutuskan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang penentuan
sistem pemilu. Informasi ini seharusnya dapat digunakan sebagai sumber data
primer pendukung data primer. Oleh karena itu penulis berharap untuk peneliti

selanjutnya memperhatikan hal tersebuit.
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